PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2011
TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA TENTANG KERJA SAMA PENGGUNAAN
ENERGI ATOM UNTUK MAKSUD DAMAI (AGREEMENT BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT
OF THE RUSSIAN FEDERATION ON THE COOPERATION IN THE

Menimbang :

Mengingat

a.

1.

PEACEFUL USES OF ATOMIC ENERGY)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa di Moskow, Rusia, pada tanggal 1 Desember 2006 Pemerintah
Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang
Kerja Sama Penggunaan Energi Atom untuk Maksud Damai (4greement
between the Government of the Republic of Indonesia and the
Government of the Russian Federation on the Cooperation in the
Peaceful Uses of Atomic Energy), sebagai hasil perundingan antara
Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah

Federasi Rusia;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN' : . ..



Menetapkan :

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

« B 5w

MEMUTUSKAN :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN
ANTARA  PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN
PEMERINTAH FEDERASI RUSIA TENTANG KERJA SAMA
PENGGUNAAN ENERGI ATOM UNTUK MAKSUD DAMAI
(AGREEMENT BET WEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC
OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN
FEDERATION ON THE COOPERATION IN THE PEACEFUL USES OF
ATOMIC ENERGY).

Pasal 1
Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama Pehggunaan Energi Atom
untuk Maksud Damai (Agreement between the Government of the Republic
of Indonesia and the Government of the Russian Federation on the
Cooperation in the Peaceful Uses of Atomic Energy) yang telah
ditandatangani pada tanggal 1 Desember 2006 di Moskow, Rusia, yang
naskah aslinya dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Rusia, dan Bahasa Inggris
sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Presiden ini.

Pasal 2
Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah Persetujuan dalam
Bahasa Indonesia, Bahasa Rusia, dan Bahasa Inggris sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah Persetujuan dalam
Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar. ..



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara

Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 18 Juli 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya
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PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH FEDERASI RUSIA
TENTANG
KERJASAMA PENGGUNAAN ENERGI ATOM UNTUK MAKSUD DAMAI

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia (selanjutnya
disebut sebagai Para Pihak), .

BERMAKSUD untuk meningkatkan hubungan persahabatan antara kedua
Pihak,

MEYAKINI bahwa kerjasama yang luas antara kedua Pihak di bidang
penggunaan energi atom untuk maksud damai akan meningkatkan
persahabatan dan saling pengertian,

MENYADARI bahwa penggunaan energi atom untuk maksud damai merupakan
faktor penting dalam memastikan pembangunan sosial dan ekonomi di kedua
Negara,

MEMPERTIMBANGKAN bahwa kedua negara adalah anggota Badan Energi
Atom Internasional (selanjutnya disebut sebagai “IAEA"), Para Pihak pada
Traktat Non-Proliferasi Senjata Nuklir 1 Juli 1968 (selanjutnya disebut sebagai
Traktat Non-Proliferasi),

BERDASARKAN undang-undang yang berlaku di kedua negara,
TELAH MENYETUJUI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:

Pasal 1
Para pihak mengembangkan dan memperdalam kerja sama di bidang
penggunaan energi atom untuk maksud damai berdasarkan Persetujuan ini
dan sesuai dengan hukum dan perjanjian internasional yang berlaku bagi

masing-masing negara sesuai dengan prioritas program nuklir nasional di
masing-masing negara.
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Pasal 2

Para Pihak akan melaksanakan kerjasama pada bidang-bidang sebagai
berikut:

d.

pengembangan, model, pembangunan dan pengoperasian reaktor-
reaktor penelitian dan pembangkit tenaga nuklir, termasuk pembangkit
berkapasitas rendah sebagai contoh adalah pembangkit nuklir terapung,
dan juga penelitian dan pengembangan yang terkait;

- reaktor-reaktor pendingin untuk gas temperatur bersuhu tinggi sebagai

penghasil listrik dan panas bagi tujuan industri;
penggunaan kekuatan nuklir untuk desalinasi laut dan artesi air;
produksi hydrogen;

produksi/manufaktui dan penggunaan radioisotope, instalasi radiasi dan
akselerasi untuk penggunaan industri dan medis;

pendidikan, pelatihan dan pelatihan tingkat lanjut bagi personel
administratif, ilmiah dan teknis;

pengawasan dan pengendalian negara mengenai permasalahan
keselamatan nuklir dan radiasi; ~

pemberian ijin atas aktivitas-aktivitas di bidang penggunaan energi atom
untuk tujuan-tujuan damaij;

Bidang-bidang kerjasama lain yang disetujui Para Pihak

Pasal 3

Kerjasama yang disebutkan dalam Pasal 2 Persetujuan ini dilaksanakan dalam
bentuk sebagai berikut:

d.

melaksanakan penelitian bersama pada program-program yang telah
disepakati;

membentuk kelompok-kelompok kerja bersama untuk melaksanakan
proyek di bidang penelitian ilmiah dan pengembangan teknologi;

pertukaran tenaga ahli;
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d. mengadakan seminar dan simposium;
e. mengadakan konsultasi timbal balik mengenai isu-isu ilmiah dan teknis;

f.  memberikan bantuan pelatihan, pelatihan ulang dan pelatihan tingkat
lanjut untuk personil-personil administratif, ilmiah dan teknis;

g. memberikan material nuklir, peralatan nuklir dan menyediakan
pelayanan-pelayanan;

h. hubungan antar pejabat pemerintahan dari Para Pihak dalam pengaturan
keselamatan nuklir dan radiasi dan pengawasan;

i.  pertukaran informasi ilmiah dan teknis di bidang-bidang yang disebutkan
pada Pasal 2 Persetujuan ini;

j- bentuk-bentuk kerjasama yang lain yang mungkin ditambahkan dan
disetujui oleh Para Pihak.

Pasal 4

Untuk melaksanakan ketentuan pada persetujuan ini, Para Pihak menunjuk
badan yang berwenang:

a. Atas nama Pihak Indonesia - Badan Tenaga Nuklir Nasional dan Badan
Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia;

b. Atas nama Pihak Rusia- Badan Tenaga Atom Federal.

c. Para Pihak segera memberitahukan satu sama lain melalui jalur
diplomatik jika terjadi perubahan badan yang berwenang

Pasal 5

Kerjasama dalam Persetujuan ini juga mempertimbangkan keterlibatan
organisasi pemerintahan dan swasta.

Pasal 6

Kerja sama dalam persetujuan ini melalui pembentukan kontrak-kontrak dan/
atau pengaturan-pengaturan yang menentukan hak-hak dan kewajiban-
kewajiban dari organisai-organisasi yang terlibat dan juga kondisi khusus dari
kerja sama. :
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kekayaan intelektual, termasuk kepemilikan dan permasalahan
hukumnya, yang diberikan atau dibuat berdasarkan Persetujuan ini.
Permasalahan perlindungan dan pendistribusian hak atas kekayaan
intelektual termasuk perlindungan atas hak yang sah dari Pihak ketiga,
dengan mempertimbangkan porsi kepemilikan yang sama berdasarkan
kontribusi masing-masing peserta program, yang diatur oleh
Persetujuan-persetujuan yang dibuat oleh organisasi-organisasi Para
Pihak pada bidang-bidang khusus kerjasama.

Pasal 9

Para Pihak memberi bantuan dan dukungan yang diperlukan oleh organisasi-
organisasi yang berpartisipasi dalam pelaksanaan Persetujuan ini, termasuk
untuk masuk dengan tidak dihalangi, menetap dan meninggalkan negara
sesuai dengan peraturan nasional Para Pihak.

Pasal 10

a. Eksport materi nuklir, peralatan nuklir, materi non-nuklir khusus dan
teknologi terkait dalam Persetujuan ini dilaksanakan sesuai dengan
kewajiban Para Pihak dalam Traktat Non-Proliferasi Senjata Nuklir pada 1
Juli 1968, dan juga persetujuan-persetujuan internasional yang lain dan
pengaturan-pengaturan mengenai pengawasan eksport dimana Republik
Indonesia dan Federasi Rusia merupakan pihak.

b. Material nuklir, peralatan nuklir, material non-nuklir khusus dan
teknologi-teknologi terkait yang didapatkan oleh Para Pihak berdasarkan
Persetujuan ini dan juga nuklir dan materi non-nuklir khusus, instalasi,
dan peralatan yang dihasilkan sebagai hasil dari pelaksanaan persetujuan
ini:

1) tidak dapat digunakan untuk menghasilkan senjata nuklir dan
peralatan nuklir yang eksplosif atau untuk keperluan militer yang
lain;

2) dilengkapi dengan langkah-langkah perlindungan fisik dengan
tingkat yang tidak lebih rendah dari rekomendasi Badan Energi
Atom Internasional;

3) dieksport, dieksport ulang dari jurisdiksi Negara Para Pihak hanya
dengan syarat dan ketentuan dari Pasal ini dan merupakan subjek
perlindungan Badan Energi Atom Internasional berdasarkan
persetujuan mengenai perlindungan yang sesuai.
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c. Pihak Indonesia tidak dapat menggunakan peralatan, materi dan
teknologi yang berfungsi ganda yang diperoleh dari Federasi Rusia dan
digunakan untuk tujuan-tujuan nuklir atau untuk memproduksi
duplikat-duplikat untuk aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan
pemroduksian peralatan nuklir yang eksplosif atau di bidang siklus
bahan bakar nuklir yang bukan merupakan subjek perlindungan Badan
Energi Atom Internasional.

Pasal 11

Materi nuklir yang dikirimkan ke Republik Indonesia berdasarkan
Persetujuan ini, juga materi nuklir yang dihasilkan dari penggunaan
materi, peralatan, atau teknologi terkait yang dikirim berdasarkan
Persetujuan ini merupakan subjek perlindungan Badan Energi Atom
Internasional yang sesuai dengan Persetujuan antara Republik Indonesia
dan Badan Energi Atom Internasional mengenai pelaksanaan
perlindungan sesuai Traktat Non-Proliferasi Senjata Nuklir pada 14 Juli
1980.

Materi nuklir yang dikirimkan ke Federasi Rusia berdasarkan Persetujuan
ini, juga materi nuklir lain yang dihasilkan oleh penggunaan materi,
peralatan atau teknologi terkait, jika dimungkinkan, diletakkan di bawah
perlindungan Badan Energi Atom Internasional yang sesuai dengan
Persetujuan antara Republik Sosial Uni Soviet dan Badan Energi Atom
Internasional mengenai pelaksanaan perlindungan di Republik Sosial Uni
Soviet pada 21 Februari 1985. :

Pasal 12
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Perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari penafsiran atau
pelaksanaan dari Persetujuan ini akan diselesaikan secara damai melalui
konsultasi, negosiasi atau prosedur lain yang disetujui Para Pihak.

Pasal 13

Persetujuan ini berlaku pada tanggal pertukaran pemberitahuan tertulis
yang terakhir dimana Para Pihak saling memberitahukan bahwa
persyaratan internal mereka untuk pemberlakuan Persetujuan ini telah
dipenuhi.

Persetujuan berlaku selama jangka waktu sepuluh (10) tahun, dan
secara otomatis diperpanjang untuk lima (5) tahun berikutnya, kecuali
salah satu Pihak secara tertulis memberitahukan kepada Pihak yang lain
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keinginannya untuk mengakhiri Persetujuan ini sekurang-kurangnya 6
(enam) bulan sebelum berakhir masa berlakunya.

Pengakhiran persetujuan ini tidak akan mempengaruhi validitas dan
durasi kontrak -dan/atau pengaturan yang dibuat berdasarkan
Persetujuan ini hingga selesainya kontrak dan/ atau pengaturan tersebut.

Jika persetujuan ini diakhiri, kewajiban Para Pihak dalam Pasal 8, 10, dan
11 Persetujuan ini tetap berlaku kecuali Para Pihak menyepakati lain.

Persetujuan ini dapat diamandemen dengan kesepakatan tertulis dari
Para Pihak. Amandemen Persetujuan ini berlaku sesuai dengan paraturan
pada ayat 1 pasal ini.
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DIBUAT di Moskow pada hari pertama Desember 2006 dalam rangkap dua,
masing-masing dalam bahasa Indonesia, bahasa Rusia dan bahasa Inggris,
seluruh naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terdapat
perbedaan penafsiran, maka naskah dalam Bahasa Inggris yang berlaku.

UNTUK PEMERINTAH UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA FEDERASI RUSIA
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COI'JTIALLIEHHE
mexay lpasuresibecrBom Pecny6nuxa Huponesuu
H IIpaBuTesibcrBom Poccuiickoli @eaepannu 0 COTPyAHHYCCTBE
B 00JIACTH MHPHOI'0 HCIOJIb30BAHHS ATOMHOM HEPruH

IlpaurensctBo  PecnyOnuku  Huponesun u  IlpaBuTenscTso
Poccuiickoii Qenepaiyu, MMEHyeMble B abHeimeM CTopouamu,

JKENas  YKpenMTb APY)KECTBEHHbIE OTHOIICHMS, CYLIECTBYIOLME
Mexay CtopoHamu,

Oynydn yOeXKOEHHBIMH B TOM, YTO PAaCIUMPEHHE COTPYAHHYECTBA
mexay CTopoHamu B 06J1aCTH MHDHOTO MCIOJIb30BAHHMS aTOMHOM SHEpruu
CII0COOCTBYET JAIbHEHIIEMY Pa3BUTHIO APYXObl H B3aHMOIIOHHMAHHS,

CO3HaBad, YTO MHPHOE HCITOJb30BAHHE ATOMHON 3HEPrHH SBIISETCS
BOKHBIM (DaKTOpoM B Jejie OOGECNEYEHHA COLUAIbHO-IKOHOMUYECKOrO
pa3BHTHA 000MX roCy1apcTBs,

NpHHMMas BO BHHMaHHE TOT (akT, yro 06a rocymapcrea sSBJIAIOTCA
yuacTHrKamu JloroBopa 0 HEpacpOCTPaHEHUH SAAEPHOTO opyxus oT 1 o
1968 r. ¥ unesamu MexayHapOAHOro AareHTCTBA 1O ATOMHOM 9HEepruu
(MATATO),

PYKOBOACTBYSAChH 3aKOHOAATEIILCTBOM CBOMX I'OCYApCTB,

COrTIaCHIIMCH O HIDKECIICAYIOLIEM

Crarps 1

CTOpOHBI pPa3sBHBAlOT M YrAYGISIOT COTPYIHHYECTBO B 0GIACTH
MHPHOrO  HMCIOJIb30BAHMA AaTOMHOM DSHEPrMH Ha OCHOBE HACTOSAIIErO
Cornamenns M Npu Co6MONCHHH 3aKOHOAATENHCTBA M MEXIYHapOIHBIX
JIOTOBOPOB  CBOHX FOCYNapCTB B COOTBETCTBHHM C IIPHOPHUTETAMH CBOHX

HAllHOHAJIbHBIX IIpOrpaMM B obnactu MHPDHOI'0 HCIIOJIb30BAHUA ATOMHOM
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SHEPrHH.

Crarps 2

CTopoHBI COTPYJHHUYAIOT B CIEAYIOMKMX 001aCTAX:

paspaboTka, INPOEKTHPOBAHME, CTPOMTENIBCTBO M  IKCIUIyaTaius
HCCIICOBATE/IbCKMX PEAKTOPOB M aTOMHBIX JJIEKTPOCTAHLMM, B TOM YHCJIE
aTOMHbIX JJICKTPOCTAHUMIA MaOii MOLIHOCTH, K KOTOPbIM OTHOCSTCH
IUIaByYHC ATOMHbIC QJICKTPOCTAHLIMH, & TaloKe NPOBEACHHE CBA3AHHBIX C
HHMH Hay4HO-HCCJICA0BATEIbCKHX H ONBITHO-KOHCTPYKTOPCKHX paboT;

BBICOKOTEMIIEPATYPHBIE Ia300XJIKAAEMBIE PEAKTOPBI sl BBIPAOOTKH
JIEKTPOIHEPIUH M TEIUIA JJIA IIPOMBILICHHBIX LENeit;

HCIOJIE30BAHHE aTOMHOM OHEPrHH I ONPECHEHHS MOPCKHX M
apTC3UaHCKHX BOJI;

APOM3BOACTBO BOAOPO/A,;

POM3BOACTBO M NPHMEHCHHC PAJMOM3OTOINOB, YCTAHOBOK M
YCKOPHTEJICH U1 06IyYeHHS B IPOMBIIUIEHHOCTH U MEULIMHE;

o0yyeHue, NIOArOTOBKa M MOBbULEHME  KBANM(MKALMH
AIMHHHCTPATUBHOr0 ¥ HaYYHO-TEXHHYECKOr0 NEPCOHANA; |

FOCYRapCTBCHHOC ~ DEryJNMPOBaHHE  BONPOCOB  SJAEPHOH M
panHauHOHHOH 6€30MacHOCTH;

JHUCH3HOHHAsA MACATEJILHOCTL B 00J1aCTH MCMOJL30BAaHUA ATOMHOIM
OHEPrHH B MHPHBIX LIEJIIX;

ApYTHC  O0JIaCTH  COTPYHHHMYECTBA,  KOTOpbIC MOryT  ObITb

AOMOJHUTENILHO COryiacoBaHbl 06eruMu CTOpoHaMH.
Crarps 3

COTpyAHHYECTBO, NPEAYCMOTPEHHOE B CTaThe 2 HACTOSALIErO
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CoryiaieHus, OCYILECTBISETCS B CIEAYIOUHX GopMax:

NPOBEJCHHE COBMECTHBIX MCCJICIOBAHUH IO COrJIACOBAHHbIM
nporpaMmanm; :

CO3[JaHKC COBMECTHBIX pabOYMX IpyNN A OCYLIECTBICHHUSA IIPOCKTOB
B 061aCTH HAYYHbIX MCCJICAOBAHMIA M Pa3pabOTKU TEXHOJIOTHH;

0oOMeH JKCrnepTaMy;

NpoBEACHME CEMUHAPOB U CUMIIO3HYMOB,;

ﬁponenemde B3aUMHBIX KOHCYJbTalMi IO Hay4YHO-TEXHHYECKUM
BOIIpOCAM;

OKa3aHWe COJCHCTBHA B OpraHM3aLMU CTDKMPOBOK, B IOATOTOBKE,
NepenoAroTOBKE W IOBLIIEHHUH KBAIM()HMKAUMH aJIMHHMCTPATHBHOIO H
Hay4YHO-TEXHHYECKOro NepCoHala;

1I0CTaBKa AOCPHbLIX MaTepuaioB, 000pYAOBaHMS W TNPEAOCTABJIICHHE
COOTBETCTBYIOIMX YCIIYT;

B3aUMOJCHCTBHE MEXAy OpraHamu Bjactd rocynapcrs CTOpPOH Mo
BOTPOCaM PETYIMPOBaHMA AJEPHOU U paIMalLMOHHON 6€30MacHOCTH;

00MEH HayyHOM M TEXHMYECKOM MHpOpMalMeil N0 HanpaBJCHUAIM,
TEpPEYHCIICHHBIM B CTaThe 2 HacTosmero CorameHus;

apyrue  (GOpMBI  COTPYIHHMYECTBA, KOTOpbIE  MOryT  OBITH

JOMOJIHUTEIIBHO corjjacoBaHbl CTOPOHAMHU.
Cratpa 4

I peanuzanuu nonoxeHuid Hactosunero Cornamienuss CTOPOHBI

Ha3Ha4YaroT CACAYIOIME KOMIICTCHTHBIC OpIraHbl:

¢ Unponesuiickoit Croponsl - HalMoHaIbHOE aréHTCTBO MO aTOMHOI

adeprud ¥ CoBeT M0 yNpaBJCHMIO arOMHOH dHeprued PecnyOsmku

Hunonesuu;
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¢ Poccuiickoit Croponnl — ®epepanbHoe areHTCTBO MO aTOMHOM

SHEPILHH.
- CTOpOHBI  HE3aMEIUIMTENLHO  YBELOMIISIOT Apyr gpyra 1no

AHIUIOMAaTH4YCCKHM KaHajlaM B CJIy4YaCc M3MCHCHHA CBOMX KOMIICTCHTHBIX

OpraHoB.

Crarpa 5

CorpyanuuectBo B pamkax Hactosmero CornameHus npeanosiaraer

Y4aCTHC roCyiapCTBEHHBIX X YaCTHEIX OpraHM3aLyi.

Crarps 6

CotpymumdectBo B pamkax Hactosmiero  Cornauieuus

OCYIECTBIIIETCA yTCM 3aKIOYECHHUS JIOr OBOpOB, KOTOpbIC onpeacisoT

npasa M 00S3aHHOCTH 3aHHTCPECOBAHHBIX  OpraHM3aLMi, KOHKPETHbIE
YCJ0BHA COTPYAHUYECTBA.

Crartps 7

1. it KOHTpONIS M KOOpIMHALMK PaloT, BHITIONHAEMBIX B pamkax

Hacroswiero CornamieHus, NpoBEHEHHS KOHCYJIbTalMif 110 BOmpocaMm,
TPEACTABIAIOUMM B3AUMHBIH MHTEPEC M CBA3AHHBIM C COTPYAHHYECTBOM B
00JIaCTH MHPHOIO MCTIOB30BAHMS ATOMHOI SHEPI'HH, CO3JACTCA COBMECTHBIH
KOOPDAHHALMOHHBIH KOMMTET , COCTOAILMH M3 IIpEACTaBHUT! ene}‘i, Ha3Ha4YaeMbIX

KOMIIETCHTHLIMK OpraHamu CTOpoH.

3acesaHHA COBMECTHOrO KOOpAHHALUHOHHOIO KOMHTETA NPOBOIATCS
no mepe HeobXxoauMmocTu noouepento B Pecnybmuke Huponesuu u

Poccuiickoit Genepauun.
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2.Jlpu HEOOXONUMOCTH KOMIICTEHTHBIE OPraHbI Cropon mMoryr

| co3jaBath pabouMe rpyImibl.

X SIS A

3. Pabouue rpymmsl IpOBOAAT CBOM 3aCEAAHMS C HEJMBIO obcyxaeHus
MCp 110 BBIMIOJIHEHMIO HacTosmero Cornamenus ¥ g obMena uHpopmaueit
MO  BOMDOCaM  pEalM3alMM  COBMECTHBIX NPOrPamMM, TPOEKTOB M
OCYIICCTBJICHUA JAPYrOH JEATEJbHOCTH, NPEACTABIAIONCH B3aMMHBIA

MHTEpEC.
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Cratbs 8

1.B pamkax mHacrosmero Coramenuss o06MEH CeKPETHOM

AR 300

unpopmaumeit Pecrrybnuku MHnoHe3un u undopMarmeii, cocrasisiomieit

rocyapCTBEHHYIO TaiiHy Poccuiickoii Peaepanuy, He OCYILECTBISCTC.

AT e bt
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2. UagopMaums, nepenaBaeMas B COOTBETCTBMM C HACTOAUIMM

CornamcHueM WM co3naBacMas B pE3YyJIbTATC €ro BBHIIOJHCHUA U

.y

paccMarpuBacMas Kaxaoih CTOpOHOM Kak KOH(MAEHUMAIbHAS, YETKO
onpenenseTcs 1 0003HaYaeTCA Kak TaKOBas.

B coorBercTBHM ¢ 3akoHoAaTenbCTBOM Pecny6mmkn MHpoHe3uu
Takas HHYOPMALKs Ha3BIBACTCS KOHGHACHUHATBHOM HHDOPMALHEH.

B COOTBETCTBMM € 3aKOHOJATENHCTBOM POCCHIiCKOI Denepauuu

Takas MHQOpMauMs  HasbiBaercs  MH(OpMaumed A ciy)xebHoro

T0JIb30BAHHSL.

3. Obpawenue ¢ uHdOpMALKEH, yKa3aHHOH B MyHKTE 2 HACTOAILICH
CTaTbH, OCYIICCTBIACTCA B COOTBETCTBHH C 3aKOHONATENBCTBOM IOCY1apCTBA
Croporsl, nonyyaromeii HHpopmMaLuio, U 3Ta HHPOPMALWA He pasriyialaercs

H HE NCPCAACTCA TPEThek CTOpoHe 6e3 nuchbMeHHOro paspewenus CTOPOHbL,

nepegaromeit Takyo HHpopMauHIo.
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4. CTOpOHBI B COOTBETCTBMH C 3aKOHOJATENLCTBOM CBOMX IOCYAapCTB
obecneunBaloT  3QQEKTHBHYIO 3alMTY H pPaclpefiejiecHHe IpaB Hz;'
MHTEJUIEKTYQIbHYI0 COOCTBEHHOCTh, INEPEAABAaEMyI0 HIH CO3JaBacMyi0 B
coorBercTBHM ¢ HacroswwM Cornawendem. Bonpocel 3amurhl  H
pacrpe/ie/ieHHs [PaB Ha MHTEJUIEKTYaJIbHYI0 COOCTBEHHOCTb PeryjMpyIoTCs
JOroBOpaMy, 3aKIIOYACMbIMH OpraHM3aliMH CIOPOH 110 KOHKPETHBIM

HANpPaBJICHUAM COTPYAHUYECTBA.
Cratpa 9

CTOpOHBI OKa3bIBAOT CONCHCTBHE M HEOOXOOMMYIO IOMICPIKKY
OpraHM3alMsAM, Y4YacTBYIOIOMM B peanu3auud Hacroswero CoriameHus,
BKJIIOYAs coieHcTBHE OeCnpensiTCTBEHHOMY Bbe3Nly, NpeObIBaHHIO M BBIE3/Y

H3 rOCYJApCTBa B COOTBETCTBHH C 3aKOHOAATEIHCTBOM rocyaapcts CTOpoH.
Crarps 10

1. OkcnopT AAEpHBIX MarepuasioB, O00OPYHOBAaHHS, CHELHAILHBIX
HCANCPHBIX MaTCpHaioB M COOTBETCTBYIOIMX TEXHOJOrM B pamKax
Hacrosuuero  CornameHus — OCYIIECTBISETCS B COOTBETCTBHH  C
o0s3arenpcTBaMd rocyaapcts CTOpOH, BbITEKAIOMMMM U3 JloroBopa o
HEpacnpoCTPaHEHHH AAEpHOro opyxusa or 1 mons 1968 r., a Taoke M3
APYTHX MEXIYHApOOHBIX [JOTOBOPOB W JOrOBOPEHHOCTEH B o0jactd
9KCIIOPTHOTO KOHTPOJIA, YYaCTHHKAaMM KOTOpPbIX SABJLIOTCS Poccuiickas
®enepaums w/win Pecry6imuxa Muponesus.

2. SinepHple MaTepHaibl, 060PYAOBAaHHE, CHECUMAIbHbIC HEANEPHbIE

Mare€puaibl U COOTBETCTBYHOLIUE TEXHOJIOTHH, I[10J1Y4YCHHbIC CTopouamu B

COOTBCTCTBHHA C HACTOALUHUM COI‘JX&IHCHHCM, a TaKKe lTpOIBBCiXCHHBIC Ha HX .
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rapauTHii B CBA3H ¢ J[OrOBOPOM O HEPaCNpPOCTPAHEHUH SAAEPHOTO OPYKHSA OT

14 wrons 1980 r. $

2. SlmepHbie Marepuaibl, nepeaaHHbie Poccuiickoii Penepauyu B
paMkax Hacrosiuero CorjameHus, a TaloKe JHoObie ANCPHBIC Marepuaibl,
NpOM3BEICHHbIE B pe3yJIbTaTe MCHOJb30BAHHUA MAarepHasios, 000pyHOBaHMs
WIH COOTBETCTBYIOLUMX TEXHOJIOTHH, OyiyT, rne 5T0 NDUMEHHMO,
HaXOAMTbCA MOJA rapaHTusiMu B cooTBeTcTBUM ¢ CorsnalieHMEM Mexay
Corozom Coserckux Coumanucruyeckux Pecnybiuk v MexayHapoaHbiM
areHTCTBOM [0 aTOMHOM 3HEpPruM O mnpuMeHeHuH rapautuii B Colro3e

Coserckux Coupanuctiyeckux Pecrrybmuk ot 21 ¢espans 1985 r.
Crarps 12

JhoOple crnopHBIE BONPOCHI HJIM Ppa3HOrNIACHA, CBA3aHHBIE C
TOJIKOBAHMEM WIHM BBINOJHEHMEM Hactosmero CornameHus, pa3pemarorcs
MyTeM  KOHCYJIbTAUMid, [EPEroBOPOB  MJIM  JAPYTMMH  CHOCOOamu,

cornacoBaHHbiM4 CTOpOHaMHU.
Crarpsa 13

1. Hacrosmee Cornamenue BCTymaer B CWily C JaThl TOCIIEXHETO
MMCbMEHHOI0 YBEIOMJICHHSA 0 BBINOJIHEHHH Croponamu
BHYTDHIOCY/IaPCTBCHHBIX —MpPOLIEAYP, HEOOXOMUMBIX IUIS  BCTYIUICHHS
Hacroswero CornameHus B CUiy.

2. Hacroamee Cornawenne neictByer B Teyende 10 jer u

aBTOMAaTHYECKH MPOJUIEBAETCA Ha IOCIEAYIOMME 5 JIET, €Cid HU OfHA M3

Cropox nucbMeHHO He yBenomur Apyryi0 CTOPOHY O CBOEM HAaMepeHMH

MpPEeKpaTHTh JeHCTBYE HacTosmero CorjlalieH!s He MEHee YeM 3a 6 MecsLeB




J10 MCTeYEHMA CpoKa aeiicTrus CornameHus.

3. Ilpexpamenue neiictBus Hacrosmero CoriameHus He BIIMACT Ha
JCHCTBHE [OrOBOPOB, 3aKIOYEHHBIX B paMKaX HacTosumero CornaumeHus,
BIUIOTb 0 MX MCTIOJTHEHHAL.

4.B ciayyae mnpekpawieHus JeicTBus Hacrosmero CorjyameHus
obssarenncrBa CTOPOH, penycMOTpEHHbIE B cTaThaX 8, 10 u 11 HacTosumero
Cornawenus, ocraiorcs B cuie, ecind CTOPOHbI HE 10rOBOPATCH 00 HHOM.

5.C OHCBMEHHOrO COrJIacHs Cropon B Hacrosinee CoryameHue
MOTYT BHOCHTbCA HM3MEHEHUs U JonojHeHus. JlioOble HM3MEHEHHsA U
JONOJHCHHA, BHOCHMbIC B Hacrosmiee CorjameHue, BCTYNAlOT B CHIY B

COOTBCTCTBHH C IMYHKTOM 1 HaCTOSAILEHN CTaThU.

Cosepmeno B T. Mockse 1 gexabps 2006 T. B ABYX 3K3eMILLApaXx,
KQKIbIH Ha MHIOHE3HMHCKOM, PYCCKOM M aHIJIMHCKOM S3bIKax, IMPHYEM BCE
TEKCTHl MMCIOT OJMHAKOBYIO CHIIy. B cilyyae pacxoIeHHs B TOJIKOBaAHHH

TECKCTOB UCIIOJIB3YCTCA TCKCT HA aHT JIMHACKOM S3BIKE.

3a [IpaBuTebCTBO 3a [IpaBurenscTBO
Pecny6nuxu MHmoHe3nu Poccuiickoii ®enepaipu
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AGREEMENT
BETWEEN :
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
) AND -
THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION
ON
THE COOPERATION IN THE PEACEFUL USES OF ATOMIC ENERGY

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the
Russian Federation (hereinafter referred to as the Parties),

DESIRING to strengthen the friendly relations existing between the Parties,

BEING CONVINCED that broadening of the cooperation between the Parties in
the field of peaceful uses of atomic energy contributes to the further
development of friendship and mutual understanding,

REALIZING that the use of atomic energy for peaceful purposes is an
important factor in ensuring social and economic development of both states,

TAKING INTO ACCOUNT that both countries are the Member States of the
International Atomic Energy Agency (hereinafter referred to as the “IAEA"),
the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons of July
1, 1968 (hereinafter referred to as the Non-Proliferation Treaty),

PURSUANT TO laws and regulations in their states,
HAVE AGREED AS FOLLOWS:
Article 1

The Parties shall develop and deepen the cooperation in the field of peaceful
use of atomic energy based on this Agreement and in compliance with the
legislation and international treaties of their respective states according to the
priorities of their national nuclear programs in the field o peaceful uses of
atomic energy.

Article 2

The Parties shall cooperate in the following areas:

a. development, design, construction and operation of research reactors
and nuclear power plants, “including low power capacity plants
represented by floating nuclear power plants, as well as research and
development work related to the above;
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high temperature gas cooled reactors for generations of electricity and
heat for industrial purposes;

use of nuclear power for desalination of sea and artesian water;
hydrogen production;

production/manufacture and use of radioisotopes, irradiation installation
and accelerators for industrial and medical applications;

education, training and advanced training of administrative, scientific and
technical personnel;

state supervision and control over nuclear and radiation safety issues:

licensing activities in the field of use of atomic energy for peaceful
purposes;

Other areas of cooperation as may be mutually agreed upon by the
Parties.

Article 3

The cooperation provided for in Article 2 of this Agreement shall be
undertaken in the following forms:

a.

b.

conducting joint researches on agreed programs;

establishing joint working groups to implement projects in the field of
scientific researches and technology development;

exchange of experts;
holding seminars and symposia;
carrying out mutual consultations on scientific and technical issues;

providing assistance in training, retraining and advanced training of
administrative, scientific and technical personnel;

supply of nuclear materials, equipment and providing services;

interaction between governmental authorities of the Parties in nuclear
and radiation safety regulation and supervision;




exchange of scientific and technical information in the areas listed in
Article 2 of this Agreement;

other forms of cooperation as may be additionally agreed by the Parties.
Article 4

To implement the provisions of this Agreement, the Parties shall appoint
competent authorities:

a. On bechalf of the Indonesian Party - the National Nuclear Energy
Agency and the Nuclear Energy Regulatory Agency of the Republic of
" Indonesia;

b. On behalf of the Russian Party - the Federal Atomic Energy Agency;

c. The Parties shall immediately notify each other by diplomatic channels
in case of any changes to their competent authorities.

Article 5

Cooperation under this Agreement also envisages participation of
governmental and private organizations.

Article 6

The cooperation under this Agreement shall be implemented by means of
concluding contracts determining the rights and obligations of participating
organizations as well as specific conditions of the cooperation.

Article 7

The Parties shall establish a Joint Coordinating Committee composed of
the representatives designated by the competent authorities of the
Parties to control and coordinate work implemented under this
Agreement, and to consult on the issues of mutual interest related to
cooperation in the field of peaceful of atomic energy.

The Joint Coordinating Committee meetings shall be held as necessary
alternately in the Republic of Indonesia and in the Russian Federation.

Under this Agreement the competent authorities of the Parties may, if
required, establish Working Groups.

The Working Groups shall hold their meetings with the aim to discuss
specific measures related to the implementation of this Agreement and to
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exchange the information on the progress of joint programs, projects and
other activities of mutual interest. :

Article 8

Within the framework of the Agreement the Parties shall not exchange
secret information of the Republic of Indonesia or information that
constitutes state secret of the Russian Federation.

rEA o o

b. Information being transmitted in accordance with the Agreement of
created as a result of its implementation and considered by either Party
as confidential shall be clearly defined and marked such:
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1) In accordance with the legislation of the Republic of Indonesia such
information shall be termed as confidential information;

2) In accordance with the legislation of the Russian Federation such
information shall be termed as information for official use only.

C. The termination, as per paragraph 2 of this article, shall be handled in
accordance with the state legislation of the Party receiving the
information. This information shall not be disclosed or transmitted to a
third Party without written consent of the Party transmitting such
information.

In accordance with the legislation of their states the Parties shall provide
efficient protection and distribution of -intellectual property right which
are being transferred or created in accordance with this Agreement. The
issues of protection and distribution of intellectual property right shall be
regulated b the agreements conclude by organizations of the parties on
specific areas of cooperation.

Article 9

The Parties shall render assistance and Necessary support to organizations
which participate in the implementation of this Agreement including support to

the unimpeded entry, stay and departure from the state in accordance with
the national legislation of the Parties.

Article 10

Export of nuclear materials, equipment, special non-nuclear materials
and related technologies on this Agreement shall be done in conformity
with the obligations of the Parties pursuant to the Treaty of Non-
Proliferation of Nuclear Weapons of July 1, 1968, as well as other
international treaties and arrangements in export controls in which the
Republic of Indonesia and/or the Russian Federation are parties to.




Article 12

Any dispute or disagreement arising out on the interpretation or
implementation of this :Agreement shall be settled amicably through
consultation, negotiations or other procedures agreed upon by the Parties.

Article 13

a. The Agreement shall enter into force upon the date of the latest
exchange of written notification of the completion by the Parties of the
internal procedures required for this Agreement to be entered into force.

b. The Agreement shall remain in force for the period of ten (10) years and :
shall be automatically extended for the next five (5) years periods unless ﬁ
either Party notifies the other Party in writing of its intention to terminate :
this Agreement at least six (6) months prior to the expiration of this
Agreement.
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C. The termination of this Agreement shall not affect the validity of any
contracts concluded under this Agreement until their completion

d. In case of termination of this Agreement, obligations of the Parties under
Article 8,10 and 11 of this Agreement shall remain in force unless
‘ otherwise agreed upon by the Parties.

e. The Agreement may be amended and supplemented by written consent -
of the Parties. Any amendment introduced into this Agreement shall
enter into force in accordance with the provisions of paragraph 1 of this
Article. {
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DONE at Moscow on this 1* day of December 2006 in duplicate, each in the
Indonesian, Russian and English languages, all texts being equally authentic.
In case of any difference in interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA THE RUSSIAN FEDERATION
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